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BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR &3 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANIEASL, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

Menimhbang -

Mengingat

3,

wn

TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN

KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG: MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa herdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan
daerah serta untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
fugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten
Buton, perla menetapkan Peraturan Bupati Buton tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kernja Lhnas Pemadam Kebakaran
Kabupaten Buton,

Pasal 18 ayal (6) Uncang-Undang Dasar Negara Republk
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 1T di  Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemertintahan Daerah (Lembsran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Menetapkan :

Republik Tndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor Y Tshun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Perauran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indouesia
Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementeriann Negaia (Lembararn Negura Repuablik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 6);

9. Peraluran Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016
lenlang Urusan Pemnmerinlahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten Butor Scbagai Dacrah Otonom
(Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor
112);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor © Tahun 2010
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten PButon (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2016 Nomor 116);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN QRGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BUTON.

Pasal 1

Bebarapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 41
Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Urganisasi, Tugas
dan Fungsi, Scria Tata Kerja Dinas Pemadam Kebaltaran (Bernita
Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomeor 133), diubah
sebagai berikut;

'. Ketentuan calam Pasal 3, avat (4), ayvat (3) , ayat (6) dan
Lampiran ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Dinas Pemadam Kebakaran adalah Dinas Daerah Tipe B.
(2) Dinas Pemadam Kecbakaran scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdin atas:



(3)

(4)

(5)

(6)

17)

a. Kepa.a Dinas;

b. Sekretariat;

¢. Bidang Pencegahan dan Investigasi;
d. Bidang Pemrberdayaan Masyarakat;
£ Bidang Sarana dan Prasarang;

f. UPTD; dan

g Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b, Lerdir alas:

a. BHBub Bagian Umum dan Kepecgawaian; dan

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Bidang Pencegahan dan [nvestigasi sebagaimana
dimaksud pada Ayat (2) Hurut ¢ terdiri atas :

a. Seksi Investigasi dan Informasi;

b. Scksi Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Operasi dan pengedalian sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :

a. Seksi Kesiapsiagaan dan Komunikasi;

b. Secksi Pemacaman, Penyelamatan dan Pencegahan

Bidang Sarana dan Prasarana scbagaimsna dimaksud

pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :

a. Seksi Penyediaan Perpudangan dan penyaluran;

b. Seksi Perawatan Peralatarn dan perlengkapan
Perbengkelan

Struktur  Organisasi  Dinas  Pemadam  Kebakaran
lercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Z. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebapai berikul :

Pa=al 11

Kepala Seksi Investigasi dan Informasi sebagaimana
dimaksud, mempunyai tugas :

il

h.

Menyiapkan dan  menyusun rencana, program,dan
kegiatan seksi Investigasi dan informasi;

Menyusun bahan petunjuk tekhnis lingkup Investgasi
dan informasi;

Mengumpulkan data gedung dan/atau tempat rawan
kebakaran;

Mengumpulkan data sarana proteksi kebakaran aktif dan
pasil pada setiap bangunan gedung dan /ataua tempat yang
rawan sncaman bahaya kebakaran sesuai dengan yang
berlaku;



. Memelihara dan menyajikan data statistic dan

dokumentasi untuk dibuatkan kesimpulan

kecenderungan penyebab kebakaran;

Menyusan pola operasional investigasi pasca kcbakaran

. Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan

kegiatan;dan

. Membuat laporan terhadap pelaksanaan kegiatan.

. Ketentuan Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi
sebagal bernikut -

Pasal 13
Dihapus

. Ketentuan Pasal 16 diubah, schingga Pasal 16 berbunyi sebagai
berikut ;

Pasal 16

Kepala Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Pencegahan
mempunyai fugas :

1.

'_f."

10.

Menyusun rencana program dan kegiatan  seksi
Pemadaman, Penyelamatan dan Pencesahan;
mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesual bidang
tugasnya;

melaksanakan operasional pemadam kebakaran;
mengadakan hubungan informasi dan komunikasi
terjadinva kebakaran;

melaksanakan bantuan tekhnis upaya penanggulan
kebakaran;

Membuat, mengupayvakan dan memelihara dokumentasi
kegiatan pencegahan kebakaran,

menyusun dan mengatur pola kegiatan pencarian dan
penyelamatan:

melaksanakan tugas pencarian dan penyelamatan korban
jiwa dan harla benda.

Menyiapkan peralatan pendukung kegiatan pencarian dan
penyelamatan,

Menyiapkan tim yang terdiri dari personil yang terampil

dalam pencarian dan penyelamatar;



11.

12.

Melakukan koordinas: dengan bidang tugas lain terkait
kegiatan pencarian dan penyelamatan;

Melalukan evaluasi  terhadap selurubh  pelaksanaan
kegiatan;dan

Membuat laporan terhadap pelaksanaan tugas.

Ketentuan Pasal 17 di hapus, sehingga Pasal 17 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 17

Dihapnus

Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 20

Kepala Scksi Perawartan Peralatan dan Perlengkapan

Perbengkeclan mempunyai tugas :

1.

10.

menyusun rencane program dan kegiatan seksi Perawalan
Peralatan dan Perlengkapan Perbengkelan

mengumpulkan bahan petunjuk teknis sesuai bidang
tugasnyva;

menyusun rencana kebutchan Peralatan dan Perlengkapan
Perbengkelan

memeriksa secara rutin dan berkala kendaraan operasi
pemdaman dan penanggulangan kebakaran;

menjaga dan menjamin kesiapsiagaan peralatan dan
perlengkapan operasi;

melaksanakan mobilisasi peralatan dan perlengkapan
operasi sesual permintaan dan kebutuhan;

mendukung dan membantu keberhasilan operasi
pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan pada saat
kejadian;

melaksanakan perawatan mobil pemadam kebakaran,
kendaraan dinas, dan alat-alat beral dinas;
melaksanakan pemeliharaan dan perbaikan  alat
mekanik dinas;

melakukan penelitian dan perencanaan kebutuhan

hahan dan peralatan;



11

12,

13.

melaksanakan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan
lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan
pemelharaan alat mekanik dinas;

menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas;dan

melaksanakan tugas lain yvang diberikan kepala bidang

sesuail dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga pasal 21 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 21
Dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahumya, memerintahkan pengundangan
Peratiiran Bupati ini dengzan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal , 19 Desember 2016

PEJABLT | PRRAF

Plt. BUPATT BUTON,

{ EFFENDI wﬂﬁunmm




Diundangkan
pada tanggal ,

11. melaksanakan pekerjaan perbengkelan dan pertukangan
lain guna memenuhi kebutuhan perbaikan dan
pemeliharaan alat mekanik dinas;

12. mcnylapkan bahan monitoring, cvaluasi dan pclaporan
pelaksanaan tugas;dan

13. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala bidang

sesual dengan tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga pasal 21 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 21
Dihapus

Pasal [I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tangga’, 1g Desemhber 2016

Fit. BUPATL BUTON,

Cap/TTD

EFFENDI KALIMUDDIN

1 Pasarwajo
) Desemeer 2016

Fit. SEKRETARI$ DAERAH KABUPATEN,

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 16580101 198903 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ..!23....
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